
■ ILEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TJNGKAT I__________

"JAWA TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 1993 SERI : D NO : 27

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya 
pengolah data dan informasi secara elektronik di- 
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah, oleh karena itu diperlukan lembaga 
yang baku;

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
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NOMOR : 28 TAHON 1993 SERI : D NO : 27 

PERATURAN DAERAH PROPJNSI DAERAH TJNGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 3 TAHON 195'3 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI 

DAERAH .TINGKAT I JA WA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Mcnimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyclenggaraan 
pcmerintahan dan pembangunan, pcrlu adanya 
pcngolah data dan infonnasi secara elektronik di­
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah, oleh karena itu diperlukan lembaga 
yang baku; 

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan 
Keputusan Menteri Dalam Nescri Nomor 16 Tahun 
1992 tentans Pedoman Organisasi dan Tatakerja 
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Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu 
menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEM­
BENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Mcngingat 

Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Dacr~h 
Tingkal I Jawa Tengah, maka dipandang pcrlu 
menctapkan Pcmbcntukan Organisasi dan Tatakerja. 
Kantor Pcngolahan Data EJektronik Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Dacrah. 

I. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ; 

3. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 rentang Bentuk Peraturan Daerah; 

· 4. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah; 

5. Keputusan Mentcri Oalam Negeri Nomor 16 Tahun 
1992 tcntang Pedoman Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. 

Dcngan pcrsctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT l JAWA TENGAH TENTANG PEM­
BENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pcraturan Dacrnh ini · yang dimaksud dcngan 

22 



a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ;

c. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data 
Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah 
dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
Kepala Daerah.

(3) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris 
Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan 
pengolahan data dan informasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah 
Daerah berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai 
peraturan perundang * undangan yang berlaku.
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a. Pcmcrintah Dacrah ada\ah Pemcrin1ah Propinsi Dacrah Tingkat 
Jawa Tengah ; 

h. Gubcrnur Kcpala Dacrah adalah Gubcrnur Kcpala Dacrah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

c. Kan1or Pcngolahan Data Elektronik adalah Kantor Pcngolahan Dilla 
Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I fawa Tcngah. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dcngan Pcraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elcktronik 
Propinsi Daernh Tingkat I Jawa Tengah. 

B A B III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSl 

Pasal 3 

(I) Kantor Pengolahan Data Elektronik ada\ah Unit Pelaksana Daerah 
dilingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
Kepala Daerah. 

(3) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris 
Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

P1sal 4 

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai lugas melaksanakan 
pengolahan data dan infonnasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah 
Daerah berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai 
peraturan perundang • undangan yang berlaku. 
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Kantor 
Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data 
elektronik berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang ■ undangan yang berlaku :

b. penyusunan dan penganalisisan data, pengendalian data hasil rekaman 
serta analisis sistem aplikasi:

c. pengendalian arus data masukan dan keluaran, .perekaman, 
pengoperasian komputer, penyimpanan file data, penyediaan dan 
pengamanan perangkat keras komputer;

d. pembimbingan, pembinaan, pengembangan pelayanan dan pengen­
dalian komputerisasi oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Daerah ;

c. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhu­
bungan dengan pengolahan data elektronik sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku *,

f. pengelolaan urusan tala usaha Kantor Pengolahan Data Elektronik.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang Analisis;

d. Bidang Produksi ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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PasaJ S 

Untuk mclaksanakan tugas dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Kantor 
Pengolahan Data Elektronik mempunya; f ungsi : 

a. pcnyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data 
clcktronik berdasarkan kcbijaksanaan Gubernur Kepala Daerah 
scsuai dcngan peraturan perundang • undangan yang berlaku : 

h. pcnyusunan dan penganalisisan data. pengendalian data hasil rekaman 
scria analisis sistcm aplikasi : 

c. pcngcndalian arui. daia masukan dan keluaran. .perekaman, 
pcngoperasian komputer. penyimpanan file data. pcnycdiaan dan 
p..:ngamanan pcrangka1 kcras komputcr ; 

d. pcmbimbingan. pcmbinaan, pcnt2embant2an pelayanan dan pengen­
dalian kumputcrisasi oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

e. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak lc.etiga yang berhu­
bungan dcngan pengolahan data elektronik sesuai dengan peraturan · 
pcrundang - undangan yang bcrlaku ; 

f. pengelolaan urusan tata usaha Kantor Pengolahan Data Elektronik. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(I) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari 

a. Kcpala Kantor; 

b. Bagian Tata Usaha ; 

c. Bidang Analisis : 

d. Bidang Produksi : 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagian Tala Usaha terdiri dari 3 (tiga ) Sub Bagian. Bidang Analisis 
terdiri dari 2 (dua) Seksi dan Bidang Produksi terdiri dari 3 (tiga) 
Seksi.

(3) Bagian dan Bidang dimaksud ayat (I) Pasal ini masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional 
senior selaku Ketua Kelompok.

(5) Bagan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah se­
bagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua 

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik memimpin pelaksanaan tugas 
dan fungsi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan 
dinas, menyusun laporan berkala, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan perawatan 
rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan Dinas dan 
penyusunan laporan berkala;

b. pengelolaan urusan keuangan ;

c. pengelolaan urusan kepegawaian.
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(2) Bagian Tata Usaha tcrdiri dari 3 ( tiga l Suh B:igian. Bid:ing Analisis 
lcrdiri dari 2 ( du:i l Scksi dan Bidang Produksi tcrdiri dari J 11iga1 
Scksi. 

(3) Bagian dan Bidang dimaksud ayat l 11 Pasal ini masing • masing 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berad:i di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Kcpala Kantor. 

(4) Kclompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsinnal 
senior selaku Ketua Kelompok. 

(5) Bagan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah se­

bagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 1idak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Kepala Kantor 

Pasal 7 

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik memimpin pelaksanaan tugas 
dan funssi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan 03erah ini. 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mclakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan 
dinas, menyusun laporan berkala. keuangan, dan kepegawaian. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian 
Tata Usaha mcmpunyai fungsi : 

a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan perawatan 
rumah tangga, dokumcntasi, kctatalaksanaan, perja\anan Dinas dan 
penyusunan laporan berkala : 

b. pengelolaan urusan keuangan ; 

c. . pengelolaan urusan kepegawaian. 
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Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, 
perjalanan dinas, penyusunan laporan berkala dan keamanan dalam.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran 
pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan rutin dan 
pembangunan

Pasal 13
I

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi 
kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Analisis

Pasal 14

Bidang Analisis mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis data, 
mengendalikan data hasil rekaman dan melakukan analisis sistem aplikasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini. 
Bidang Analisis mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan dan pencatatan, analisis dan pengendalian 
data;
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Pasal 10 

(I) Bagi an Tata Usaha terdiri dari 

a. Sub . Bagian Umum ; 

b. Sub Bagian Keuangan ; 

c. Sub Bagian Kepegawaian. 

{2) Masing • masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin 
oleh seorang Kcpala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

Pasal 11 

Sub Ba1i:i.n Umum mempunyai tuaas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan dan perawatan, rumah 1an11a. dokumc:ntasi, ketatalaksanaan, 
pcrjalanan dinas, penyusunan laporan berkala dan kc:amanan dalam. 

Pasal 1l 

Sub Bagian Keuanaan mcmpunyai tugas melakukan pcrencanaan anggaran 
pcmbiayaan, pcngelolaan dan pc:rtanggungjawaban keuangan rutin dan 
pcmban1unan 

Pasal 13 

Sub Bagian Kcpc1awaian mempunyai 1u1as mclakukan urusan administrasi 
kepcsawaian. 

Daclan Kee111pat 

Didan1 Analfsis 

Pual 14 

Bidan1 Analisis mcmpunyai tugas mcngumpulkan. mc:nganalisis data. 
mcnccndalikan data hasil rckaman dan melakukan anaJisis sistem aplikasi. 

Pasal 15 

Untuk mclaksanakan tugas dimnksud Pasal 14 P1m11uran Dacrah ini. 
Bidanr Analisis mcmpunyiii (un1si : 

a. pcl:iksammn pcn1umpulan dan rcnca1a1an. analisis dan pcngcndali:m 
da1a ~ 
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b. pelaksanaan analisis sistem aplikasi.

Pasal 16

(1) Bidang Analisis terdiri dari :

a. Seksi Analisis Data ;

b. Seksi Analisis Sistem.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (l) Pasal ini, dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Analisis.

Pasal 17

Seksi Analisis Data mempunyai tugas :

a. menerima, mengumpulkan bahan dan mencatat jumlah data serta 
meneliti kebenarannya ;

b. melakukan seleksi terhadap data yang masuk;

c. menganalisis kelengkapan data masukan;

d. mengkaji lebih lanjut terhadap perkembangan kelengkapan data;

e. menilai dan memperbaiki data masukan yang merupakan data awal 
dan membuat kelengkapan pengelompokan data ;

f. mengirim data masukan yang telah siap rekam untuk proses 
perekaman data ;

g. memeriksa hasil perekaman data dan pengendaliannya;

h. Mengkoreksi data serta analisis pemecahan masalah ;

i. menerima hasil pengolahan data yang sudah direkam untuk diseleksi.

Pasal 18

Seksi Analisis Sistem mempunyai tugas :

a. menganalisis sistem dan sistem aplikasi;

b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional berdasarkan analisis 
sistem;

c. mengeveluasi dan menilai sistem perangkat lunak;

d. . menyusun rencana, merumuskan sasaran, menyempurnakan, me­
rancang dan mengembangkan sistem aplikasi;

27

b. pclaksanaan ana1isis sistem aplikasi. 

Pasal 16 

( l l Bidang Analisis tcrdiri dari 

a. Seksi Analisis Data ; 

b. Seksi Analisis Sistem. 

(2} Masing - masing Seksi dimaksud ayat (I) Pasal ini, dipimpin olch 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Analisis. 

Pasal 17 

Seksi Analisis Data mempunyai tugas : 

a. menerima, mengumpulkan bahan dan mcncatat jumlah data serta 
meneliti kebenarannya ; 

b. melakukan seleksi tcrhadap data yang masuk ; 

c. menganalisis kelengkapan data masukan; 

d. mengkaji lebih lanjut tcrhadap perkembangan kelcngkapan data ; 

e. menilai dan mempcrbaiki data masukan yang merupakan data awal 
dan membuat kelengkapan pengelompokan data ; 

f. mengirim data masukan yang telah siap rekam untuk proses 
perekaman data ; 

g. memeriksa hasil perckaman data dan pengendaliannya ; 

h. Mengkoreksi data serta analisis pemecahan masalah ; 

i. menerima hasil pengolahan data yang sudah dirckam untuk discleksi. 

Pasal 18 

Scksi Analisis Sistem mempunyai tugas : 

a. menganalisis sistem dan sistcm aplikasi; 

b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional berdasarkan analisis 
sistcm; 

c. mengeveluasi dan menilai sistem perangkat lunak ; 

d .. menyusun rencana, merumuskan sasaran, menyempurnakan, mc­
rancang dan mengembangkan sistem aplikasi ; 
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c. membina dan mengkoordinasikan penggunaan sistem aplikasi yang 

sudah berjalan dengan pemakai jasa komputer;

f. melaksanakan studi kelayakan, analisis dan menyusun sistem 

aplikasi serta program spesifikasi;

g. menyusun buku petunjuk operasional, mendokumentasikan hasil 
analisis sistem dan sistem aplikasi.

Bagian Kelima 

Bidang Produksi 

Pasal 19

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian arus 
data masukan dan keluaran, perekaman, operasi komputer, penyimpanan 
file data, penyediaan, perawatan perangkat keras dan perangkat 
komunikasi serta kerjasama teknik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini. 
Bidang Produksi mempunyai fungsi ;

a. perekaman, penyusunan, pengaturan jadwal produksi, pengoperasian 
komputer serta penyimpanan dan pemeliharaan file data;

b. persiapan penelitian, perbaikan data masukan dan hasil pengolahan 
data serta pengiriman hasil produksi;

c. perawatan instalasi komputer beserta sarana pendukungnya;

d. pengendalian atas arus data masukan dan keluaran ;

c. pelaksanaan kerjasama teknik dengan satuan unit organisasi lainnya.

Pasal 21

(1) Bidang Produksi terdiri dari :

a. Seksi Perekaman Data ;

b. Seksi Pengolahan Data ;

c. Seksi Kerjasama Teknik.

(2) Masing* masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasat ini. dipimpin oleh 
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c. membina dan men1koordinasikan pcnggunaan sistem aplikasi yang 
sudah berjalan dengan pemakai jasa kompuaer ; 

f. mclaksanakan studi kelayakan, · analisis dan menvusun sistem 
aplikasi serta program spesifikasi ; 

g. menyusun buku petunjuk operasional, mendokumentasikan hasil 
analisis sistem dan sistem aplikasi. 

Bagian Kelima 

Bidang Produksi 

Pasal 19 

Bidang Produksi mempunyai tu1as melaksanakan pen1endalian arus 
da1a masukan dan keluaran, perekaman, operasi komputer, penyimpanan 
file da1a, pcnycdiaan. perawatan perangkat keras dan peran1kat 
komunikasi scrta kerjasama leknik. 

Pasal 20 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini. 
Bidang Produksi mempunyai f ungsi ; 

a. perekaman. pcnyusunai'I, pengaturan jadwal produksi, pengoperasian 
kompu1cr sena penyimpanan dan pemeliharaan file data ; 

b. pcrsiapan peneli1ian, perbaikan data masukan dan hasil pengolahan 
data scrta pengiriman basil produksi ; 

c. pcrawatan instalasi komputer beserta sarana pendukungnya: 

d. pcngcndalian atas arus data masukan dan keluaran ; 

c. pclaksanaan kerjasama teknik dcngan satuan unit organisasi lainnya. 

Pasal 21 

11) Bidanr Produksi terdiri dari 

a. Seksi Pcrckaman Data ; 

b. Scksi Pcngolahan Data : 

c. Scksi Kerjasama Teknik. 

<lt Masini- masin,- Sebi' diniaksud ayac (I') Pasal iiii. dipimpin olch 
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seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Produksi.

Pasat 22

Seksi Perekaman Dala mempunyai lugas :

a. menyusun jadwal waktu perekaman data ;

b. mengatur penyediaan perangkat keras serta kebutuhan lain untuk 
produksi perekaman dan mencatat bahan yang digunakan untuk 

produksi;

c. melakukan perekaman data dan pencatatan:

d. menyusun, menglasifikasikan dan mengatur penyimpanan file data;

e. memelihara dan menyediakan Cile data untuk pengolahan dala:

f. mengevaluasi dan mengembangkan sistem perekaman data dan 
penyimpanan file :

g. melakukan perawatan terhadap instalasi perekaman serta sarana 
pendukungnya.

Pasal 23

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas :

a. menentukan jadwal waktu produksi, mengatur dan menyediakan 
penggunaan perangkat keras;

b. melakukan produksi dan pencatatan hasil produksi;

c. melakukan pemantauan pengendalian proses produksi serta mengatur 
pelaksanaan proses pekerjaan;

d. melakukan penyesuaian prioritas, pekerjaan dalam hal terjadinya 
gangguan ;

e. mengatur pengiriman data masukan, hasil keluaran dan program 

komputer;

f. melakukan pengamanan terhadap mesin dan sarana pendukung serta 
kerahasiaan dala.

Pasal 24

Seksi Ketjasama Teknik mempunyai tugas :

29

scoran~ Kcrala yang hcrada di bawah dan hcrtannunr jawah kcrada 
Kcrala Bid:mi Produksi. 

Pasal 22 

Scksi Pcrckam:\n Da1a mcmrunyai 1ugas 

a. mcnyusun jadwal waktu pcrck.:m1:an data 

h. mcngatur pcnycdiaan pcrangkat kcras serta kcbutuhan lain untuk 
produksi pcrckaman dan mcncatat bahan yang digunakan untuk 
produksi; 

c. mefakukan perekaman data dan pcncalatan: 

d. menyusun. menglasifikasikan dan mcng1uur penyimpanan file data; 

e. memelihara dan menyediakan file dala untuk pcngolahan data: 

f. mcngcvalunsi dan mcngcmbangkan sistcm pcrckaman Ja1a dan 
penyimpanan file : 

g. melakukan pcra1a:a1an tcrhadap instalasi perekaman scr1a sarana 
pcndukungnya. 

Pasal 23 

Scksi Pcngolahan Data mempunyai tugas 

a. mcnentukan jadwal waktu produksi. mengatur dan menycdiakan 
pen,sunaan peran1kat kcras ; · 

b. mclakukan produksi dan pencatatan hasil produksi ; 

c. mclakukan pcmantauan pcncendalian proses produksi serta mcngatur 
pclaksanaan proses pekerjaan : 

d. mclakukan penycsuaian prioritas. pckcrjaan dalam hat 11:rjadinya 
1an11uan; 

c. men1a1ur pcngiriman data masukan, basil kcluaran dan program 
komputer; 

f. melakukan pengamanan terhadap mcsin dan sarana pendukung scrta 
k~rahasiaan data. 

Pual 24 

Seksi Kerjasama Teknik mempunyai tups 
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a. menyusun rencana dan melakukan keijasama dengan instansi lain 
dalam penerapan dan pengembangan Teknologi komputer;

b. meneliti dan mengusahakan penyempurnaan sistem aplikasi sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peralatan 
komputer;

c. mengusahakan pengembangan sistem aplikasi program dalam 
meningkatkan pelayanan pemakai jasa komputer;

d. menyusun rencana pengembangan sistem perangkat keras dan 
perangkat komunikasi dalam pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi:

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem komputerisasi 
dalam rangka penyempurnaan sistem informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai lugas melakukan kegiatan 
dalam menunjang tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (I) Pasal ini terdiri dari 
Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya apabila diperlukan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. 
Kepala Bagian. Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian. Kepala Seksi dan 
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - 
masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.

30

a. menyusun rencana dan mclakukan kerjasama dcngan instansi lain 
dalam pencrapan dan pcngembanaan Tek:nologi komputer ; 

b. mencliti dan mengusahakan pcnycmpurnaan sistem aplikasi sesuai 
dengan perkcmban1an ilmu pengetahuan dan tcknologi serta peralatan 
komputer; 

c. mengusahakan pcngcmbangan sistem aplikasi program dalam 
meninJkatkan pelayanan pcmakai jasa komputer : 

d. mcnyusun rencana pcngembangan sistem perangkat keras dan 
pcrangkat komunikasi dalam pengernbangan sistem infonnasi dan 
komunikasi: 

c. Mcmantau dan mcngevaluasi pclaksanaan sistem komputerisasi 
dalam rangka penyempurnaan sistcm informasi dan komunikasi. 

Bagian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 25 

t I) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai 1ugas melakukan kegialan 
dalam mcnunjang tugas Kantor Pcngolahan Dala Elektronik : 

121 Kclompok Jaba1anFung-!.ional dimaksud aya1 (I) Pasal ini terdiri dari 
Pranata Komputcr dan Jaba1an Fungsional lainnya apabila dipcrlukan. 

1 .' I Jumlah Jab:uan Fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini ditctapkan 
hcrdasarkan sifat. jcnis dan bcban kcrja. 

14J Pcmbinaan 1erhadap Pcjabat Jaba1an Fungsional dilakukan scsuai 
dcngan pcraturan pcrundang - und:mgan yang berlaku. 

BAB V 

TATAKERJA 

Pasal 26 

Dalam md:iksanakan 1ugasnya Kcpa13 Kantor Pcnsolahan Data Elcklronik. 
Kerala Ba~ian. Kcpala Bidang. Kcpala Sub Bagian. Kcpala Sd:si dan 
K..:1ua Kclompok Jah:uan Funrsionol wajib mcncrapk:m prinsir 
kourJinasi. in1cgrasi Jan sinkronisasi baik dalam lingkung:m masint -
masinti maurun Jcngan lns1:1nsi lain scsuai dcngan tugas m:ising - masing. 
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Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing - 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah 
yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang 
berlaku.

Pasal 28 V

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengo­
lahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan meng- 
koordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bim­
bingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing- 
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi 
dari bawahan,* wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberi­
kan petunjuk- petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

(1) Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Kegiatan - kegiatan dimaksud ayat (I) Pasal ini dikoordinasikan 
dengan bidang terkait.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Kantor Pengolahan Data Elektronik menyampaikan 
laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan 
selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor 
Pengolahan Data Elektronik.
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PuaJ 27 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masin1 -
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mcngambil langkah - langkah 
yang diperlukan sesuai dcngan Peraturan Perundang - undangan yang 

bcrlaku. 

Pasal 28 \ 

(I) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengo­
lahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan meng­
koordinasikar1 bawahannya masing - masing scrta memberikan bim­
bingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk • petunjuk sena bertanggung jawab kepada atasan masing­
masing dan menyiapkan laporan berkala lepal pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing • masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Saluan Organisasi lain 
yang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4) Sctiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi 
dari bawahan; wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberi­
kan petunjuk- pctunjuk kepada bawahan. 

Pasal 29 

(I) Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya berada di bawah 
dan bcnanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Kegiatan - kegiatan dimaksud ayat (I) Pasal ini dikoordinasikan 
dengan bidang terkait. 

Pasal 30 

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Kantor Pengolahan Data Elejctronik menyampaikan 
laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan 
selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha mcnyusun laporan berkala Kantor 
Pengolahan Data Elektronik. 
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Kepala Kantor Pengolahan Dala Elektronik diangkat dan diber­
hentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang 
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala 
Daerah alas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang - 
undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala 
Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 31 

Jcnjang jabatan dan kepangkatan sena susunan kepegawaian diatur 
kernudian sesuai dcngan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. , 

Pasal 32 

(I) Kepala Kan1or Pengolahan Data Elcktronik diangkat dan diber­
hcntikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwcnang 
scsuai dcngan Pcraluran Perundang - undangan yang berlaku. 

( 2) Kcpala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagi an dan 
Kcpala Scksi diangkat dan diberhentikan o\eh Gubernur Kepala 
Dacrah atas usul Kcpala Kantor Pengolahan Data Elektronik. 

( 3 J Kclompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
Pcjahat yang hcrwenang scsuai dengan Peraturan Perundang • 
undangan yang berlaku. 

B A B VII 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 33 

Hal - hal yang bclum diatur dalam Pcraturan D,1crah ini. scpanjang 
mrngcnai pclaksanaannya Jia1ur lcbih lanjul olch Gubcrnur Kcpala 
Dacrah. 

B A 8 VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

P.ida saat herlakunya Pcraturan Daerah ini, semua ketentuan yang 
ticrtcntangan dcngan Pera1uran Dacrah ini dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 

Pasal 35 

Pcraturan Dacrnh ini mulai bcrlaku pada tan1gal diundangkan. 
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Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

SEMARANG, 27 APRIL 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA TENGAH 

KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

tid

Dr». H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kcputusannya Nomor 82 
Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah Nomor 28 Tanggal 3 Nopember 1993

Seri : D No. : 27

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama
NIP. 010 024 026.
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Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat J Jawa Tengah. 

DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT DAEAAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA. 

SEMARANG, 27 APRIL 1993 

GUBERNUA KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

!Id. 
nd 

Drt. H. SOEPARTO T JITRODIHARDJO IS MA IL 

Disahkan oleh Mentcri Dalam Negeri dengan kcputusannya Nomor 82 
Tahun 1993 tanggal 8 Oktohcr 1993. 

Oiundangkan dal~!fl Lcmharan Dacrah Pmpinsi Dacrah Tingkat J Jawa 
Tcngah Nomor 28 Tanigal J Nupcmbcr 1993 

Seri O No. : 27 

SEKRETARJS WJLAYAH / DAERAH TINGKAT J 
JAWA TENGAH 

ud 

Ors. SOETOMO TJOKROREDJO 
Pembina Utama 

NIP. 010 024 026. 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR 
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pe­
merintahan dan pembangunan, perlu adanya pengolahan data dan 
informasi secara elektronik, maka pada Tahun 1978 di Jawa Tengah 
telah dibentuk kelembagaan pengolahan data elektronik yang dite­
tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat l Jawa 
Tengah tanggal 4 Agustus 1979 Nomor OP.210/1979 sebagaimana 
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1981 Nomor 
061 / 36 /1981 dan bernama Pusat Pengolahan Data Elektronik 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai 
Unit Pelaksana Daerah.

Oleh karena Pusat Pengolahan Data Elektronik tersebut belum 
struktural, makauntuk menjamin karier para pejabat/pegawai pada 
Pusat Pengolahan Data Elektronik tersebut diintegrasikan ke 
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi Bagian 
Biro Organisasi dan Tatalaksana berdasarkan Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 
tentang Susunan dan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah 
Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Dengan semakin meningkatnya beban tugas pengolah data, maka 
bila dilaksanakan oleh lembaga yang berstatus bagian dari unsur Staf
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 3 TAHUN 1993 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR 
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyclenggaraan pe• 
merintahan dan pembangunan, perlu adanya pengolahan data dan 
infonnasi secara clcktronik. maka pada Tahun 1978 di Jawa Tcngah 
tclah dibentuk kelembagaan pengolahan data elektronik yang dite• 
1apkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 4 Agustus 1979 Nomor OP.210/ 1979 sebagaimana 
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa_ T~gah tanggal 3 Dcscmbcr 1981 Nomor 
061 I 36 / 1981 dan hcrnama Pu~at Pcngolahan Data Ekktronik 
Propinsi Daer.ah Tingkat I fawa Tcnl,!ah yang hcrkcdudukan scbagai 
Unit Pclaksana Dacrah. 

Olch karcna Pusat Pcngolahan Data Elcktronik tcrscbu1 bdum 
struktural. maka_untuk menjamin karicr para pejaba1 / pcgawai pada 
Pusai Pcngolahnn Dn1n Elekironik tcrscbut diintcgrnsikan ke 
Sekretari.u Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tcngah menjadi Bagian 
Biro Organisasi dan Tatalaksana bcrdasarkan Pcratur:1n Oacrah 
Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 

tcntang Susun:in dan Organisasi Sckrctari:11 Wil:1yah / Daerah 
Tingkat I dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Prupinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah. 

Dcngan scmakin rncningkatnya 1-ichan 1ug.1::- ~ngol,1h Jat.1. maka 
j\ila Jilaksanakan lllch lcmhal!a ~·ang hcrs1a1us j\agian Jari unsur Staf 
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II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 8

Pasal 9 huruf a

Biro Organisasi dan Tatalaksana. sudah tidak tertampung lagi dan 
perlu dilaksanakan oleh Lembaga yang mandiri.

Berkailan dengan hal tersebut dialas, dan untuk lebih 
memantapkan keberadaan lembaga tersebut serta guna menjamin 
karier para pejabat/ pegawainya, maka Gubernur Kepala Daerah 
Tingkai 1 Jawa Tengah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam 
Negeri langgal 30 Maret 1991 Nomor 061/11400 yang isi pokoknya 
mengusulkan untuk meningkatkan kelembagaan Pengolahan Data 
Elektronik di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai Unit 
Pelaksana Daerah,

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusannya 
tanggal 25 Januari 1992 Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dalam ketentuan Pasal 23 
menetapkan bahwa pembentukan organisasi dan tatakerja Kantor 
Pengolahan Dala ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkai 1 Jawa Tengah memandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik.'

DEMI PASAL.

; Cukup jelas.

: Pengurusan kepegawaian meliputi pe­
rencanaan kebutuhan pegawai yang diper­
lukan, pengadaan, pengangkatan, ke­
naikan pangkat, mutasi, pemberhentian, 
pengembangan karier, kesejahteraan 
pegawai dan peningkatan ketrampilan 
pegawai sesuai peraturan perundang - 
undangan yang berlaku.

: Cukup jelas.

4 Cukup jelas.

Pasal 9 huruf b dan c

Pasal 10 s.d. Pasal 35

36

-

Biro Organisasi dan Tatalaksana. sudah tidak tcrtamrung lagi Jan 

pi:rlu dilaksanakan ,1lch Lcmhaga yang mandiri. 

0i:rkaitan di:nl,!al'! hal 1crscbu1 di:11:h. Jan umuk khih 
mi:ma111apkan kchcradaan krnhaga 1i:rschu1 si:rta guna mcnjamin 
karil·r para pcjahat/ pcgawainya. maka Gubcrnur Kcpala Dacrnh 
Tingk:11 I Jawa Tcngah mcnyampaikan sur:11 kcpada Mcntcri Dalam 
Ncgcri tanggal JO Maret 199 I Nomor 06 I / 11400 yang isi pokoknya 
mi:ngusulkan untuk mcningkatkan kclcmbagaan Pcngolahan Darn 
Ekktronik di Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah schagai Unit 
Pclaksana Dacrah. 

Sclanjutnya Mcntcri Dalam Ncgcri mcncrhitkan Kcputusannya 
tanggal :!5 J:mu:iri l 992 Nomor 16 Tahun 1992 tcntang Pcdoman 
Orgm1isasi dan Tatakcrja Kantor Pengolahan Data Elcktronik Prnpinsi 
D.11:rah Tingk.11 I Jawa Teng.ah yanj,! dalam kctentuan Pasal 23 
mcnctapkan hahwa pcn1bcntukan organisasi dan tatakcrja Kantor 
Pcni;olahan Daw di1c1apkan dcngan Pcraturan Dacrah. 

Schuhungan dengan hal tcrscbut diatas Pemcrintah Pmpin.si 
Da~rah Tingkat I Jawa Tcngah mcmandang pcrlu mcnctapkan 
Pcra1uran Daerah lentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Kan1nr Pcngolahan Data Elcktronik.-

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
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Pasal s.d. Pasal 8 

Pasal 9 huruf a 

Pasal 9 huruf b dan c 

Cukup jclas. 

Pengurusan kcpcgawaian mcliputi pc­
rcncanaan kebutuhan pcgaw~i yang dipcr­
lukan, pengadaan, pengangkatan. ke­
naikan pangkat, mutasi, pemberhentian. 
pengcmbangan karier, kcscjahteraan 
pegawai dan pcningkatan kctrampilan 
pegawai scsuai peraturan pcrundang -
undangan yang berlaku. 

Cukup · jelas. 

Pasal IO s.d. Pasal 35 °; Cukup jelas. 



BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN 
DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH
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